PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 5 TAHUN 1959
TENTANG
NAVA JABATAN, CELAR, KEDUDUKAN DAN PENGHASI LAN KEPALA DAERAH
SERTA KEPALA DAN WAKI L KEPALA DAERAH | STI MEWA YOGYAKARTA

Presi den Republik I ndonesi a,

Meni nbang :
Bahwa perlu segera nengatur nama jabatan, gelar, kedudukan dan
penghasi | an Kepal a Daerah tingkat | dan tingkat Il serta Kepala dan

waki | Kepal a Daerah |stinmewa Yogyakart a;

Mengi ngat

a. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

b. pasal 4 ayat (5) dan pasal 7 Penetapan Presiden No. 6 tahun
1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 94);

Mendengar
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 22 Septenber 1959.

Menut uskan :

Menet apkan :

Peraturan Presiden tentang nama jabatan, gelar, kedudukan dan
penghasi |l an Kepala Daerah serta Kepala dan wakil Kepala Daerah
| sti mewa Yogyakart a.

BAB |
NAVA JABATAN, CGELAR DAN KEDUDUKAN
KEPALA DAERAH

Pasal 1

(1) Yang di maksud dengan Kepal a Daerah dal am Peraturan ini ialah
Kepal a Daerah yang di angkat atas dasar Penetapan Presiden No.
6 tahun 1959 tentang Penerintah Daerah.
(2) a. Nama | abatan dan pangkat kepal a Daerah tingkat | adal ah
"Kepal a Daerah tingkat I"

Kepala Daerah tingkat | nenmakai gelar "Qubernur",
kecual i yang di maksud dal am sub d.

b. Nama | abat an dan pangkat Kepal a Daerah tingkat |1 adal ah
"Kepal a Daerah tingkat I1".
Kepal a Daerah tingkat |1 nenmakai gelar "Bupati”

C. Nama jabatan dan pangkat Kepala Daerah tingkat |1

Kot apraj a adal ah "Kepal a Daerah Kot apraj a".
Kepal a Daerah Kot apraj a nermakai gelar "Wlikota".
d. Nama jabatan dan pangkat Kepala Daerah |Istinewa
Yogyakarta adal ah "Kepal a Daerah |stinewa Yogyakarta".
Kepal a Daerah |Istinmewa Yogyakarta dapat nenakai gel ar
, , Quber nur".
(3) Kepal a Daerah di maksud dal am ayat (1) adal ah pegawai Negar a.
(4) Bagi Kepala Daerah Dberlaku ketentuan-ketentuan nengena
pegawai Negeri, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak



bert ent angan dengan ket entuan-ketentuan berdasarkan Penetapan
Presiden No. 6 tahun 1959.

(5) Pegawai Negeri yang di angkat sebagai Kepal a Daerah, pada waktu
di ber henti kan sebagai Kepala Daerah dikenbalikan kepada

pangkat nya senula, kecuali apabila ditentukan lain oleh
Peneri nt ah.
BAB ||
PENGHASI LAN KEPALA DAERAH
Bagi an |
Gaj 1, tunjangan anak, tunjangan kemahal an daer ah,

sunbangan negara paj ak pegawai dan tunj angan
kemahal an unmum

Pasal 2

(1) Kepada Kepala Daerah tingkat |, dan Kepala Daerah |Istinmewa
Yogyakarta di beri kan gaji pokok sebesar Rp. 2.572,-.

(2) Kepala Wakil Kepal a Daerah Istinmewa Yogyakarta diberikan gaji
pokok sebesar Rp. 1448, -.

(3) Kepada Kepala Daerah tingkat |1 sesuatu Kotapraja, Yyang
menj adi 1 bukota Daerah tingkat | diberikan gaji pokok sebesar
Rp. 2.324,-.

(4) Kepada Kepala Daerah tingkat 11, kecuali yang di maksud dal am

ayat (3) diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.250,-.
Pasal 3

D sanping gaji tersebut dalam pasal 2 diberikan tunjangan
anak, tunjangan kemahal an daerah, sunbangan Negara pajak pegawai
dan tunjangan kenmahal an unmum nenurut peraturan-peraturan yang
ber|l aku bagi pegawai Negeri .

Bagi an |1
Rumah kedi aman dan nobil atau kendaraan di nas | ai nnya

Pasal 4
(1) Untuk Kepala Daerah, kecuali untuk Kepala Daerah dan Wki
Kepal a Daerah Istinewa Yogyakarta, disedi akan rumah jabat an.
(2) Biaya peneliharaan rumah dan pekarangan, penakaian air dan
pener angan, ditanggung ol eh Peneri nt ah.

Pasal 5

(1) Untuk Kepala Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepal a
Daerah |stimewa Yogyakarta di sedi akan sebuah nobil dinas atau
kendar aan di nas | ai nnya dengan pengenudi nya.

(2) Biaya penakaian nobil atau kendaraan dinas |ainnya dan
penel i haraannya di t anggung ol eh Peneri nt ah.



Bagian 111
Bi aya perj al anan dan bi aya pengi napan

Pasal 6

Bi aya perjal anan dan pengi napan Kepal a Daerah serta Kepal a Daerah
dan Wakil Kepala Daerah |Istinmewa Yogyakarta diberi penggantian
menur ut peraturan perjal anan di nas dal am Negeri bagi pegawai Neger
gol ongan 1.

Bagi an |V
Tunj angan | abat an

Pasal 7

Menteri Dal am Negeri dan G onom Daerah dengan persetujuan Menteri
Keuangan nenetapkan tunjangan jabatan, yang diberikan tiap-tiap
bul an kepada Kepal a Daer ah, untuk

a. Daerah tingkat | dan Wakil Kepal a Daerah

| stinmewa Yogyakarta sej uni ah sekurang-

kurangnya ............ . ... .. .. Rp. 500, -

b. Daerah tingkat Il sejum ah sekurang-kurang-

NYA . Rp. 350, -
Bagi an V

Tanda penghar gaan
Pasal 8

Kepada Kepal a Daerah pada tiap-tiap akhir nasa jabatannya atau pada
waktu ia berhenti dengan hormat dari jabatannya, diberi penghargaan
berupa uang sekaligus untuk setiap tahun nemangku |abatannya
sejum ah dua kali pokok gaji yang nenjadi haknya pada saat ia
berhenti, dengan sebanyak- banyaknya enam kal i pokok gaji .

Masa nemangku j abat annya yang kurang dari satu tahun, dibul atkan ke
atas nenj adi satu tahun penuh.

Bab VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pel aksanaan Peraturan Presiden ini diatur dan disel enggarakan ol eh
Menteri Dal am Negeri dan QG onom Daer ah.

Pasal 10
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaya setiap orang nenget ahui nya, nenerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dalam Lenbaran-Negara
Republ i k | ndonesi a.



D tet apkan di Jakarta
pada tanggal 26 Septenber 1959
Presi den Republik I ndonesi a,

SCEKARNO
D undangkan
pada tanggal 28 Septenber 1959.
Ment eri Muda Kehaki man,
SAHARDIO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A No. 5
TAHUN 1959
TENTANG

NAVA JABATAN, CELAR  KEDUDUKAN DAN PENGHASI LAN KEPALA DAERAH
SERTA KEPALA DAN WAKI L KEPALA DAERAH | STI MEWA YOGYAKARTA

PENJELASAN UMM

Penyesuai an badan- badan peneri nt ahan dengan ket ent uan-
ket entuan dal am Undang-undang Dasar 1945 dal am rangka pel aksanaan
denokrasi terpinpin yang tidak saja dijalankan dalam sistim
peneri ntahan Pusat tetapi juga dalam sistim penerintahan daerah,
menbawa per ubahan- perubahan yang sangat besar artinya dal am bent uk,
susunan serta tugas dan kewaji ban Penerintah Daerah

Kepal a Daerah nenurut sistim Undang-undang No. 1 tahun 1957
bukan nerupakan alat perlengkapan dari pada Penerintah Daerah
seperti Dewan Perwakil an Rakyat Daerah dan Dewan Penerintah Daerah
dan dal am nenjal ankan pekerjaannya sehari-hari tidak nenpunyai
fungsi yang penting. Dengan berlakunya Penetapan Presiden No. 6
tahun 1959, Kepal a Daerah nenjadi suatu jabatan yang sangat penting
di Daerah, karena seluruh penerintaan sipil dikendalikan oleh
pej abat tersebut.

Kepal a Daerah, bukan saja sebagai alat Penerintah Daerabh,
mel ai nkan juga sebagai al at Penerintah Pusat, nenpunyai pekerjaan-
pekerjaan dan tanggung-jawab yang |uas dan berat sekali; berhubung
dengan itu maka kedudukan dan penghasilan Kepala Daerah harus
ditinjau dari peranan penting yang dijal ankan ol eh Kepal a Daer ah.

Karena  pangkat Kepala Daerah tidak nenpunyai pangkat
kel anjutan dan terikat pada nmasa jabatan, sedang gajinya adal ah
tetap, nmaka bagi Kepala Daerah tidak berlaku ketentuan-ketentuan
dal am Peraturan Gaji Pegawai Negeri, yang nengenai kenai kan pangkat
atau kenai kan gaji berkala. Selain dari itu terhadapnya berl aku
semua peraturan yang berl aku bagi pegwai Negeri .

Karena Kepal a Daerah itu adal ah pegawai Negara, naka apabil a
seorang pegawai Negeri diangkat nenjadi Kepala Daerah, kenudian
ber hubung dengan berbagai hal tidak nemangku |agi jabatan Kepal a
Daerah itu, i1a diangkat kenbali nenjadi pegawai Departenen/ Jawat an
dimana ia semula bekerja, sedang pangkatnya ditetapkan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan kepegawai an yang
berl aku. Dem ki an pula harus diatur kedudukan bekas Kepal a Daerah



yang senul a, nenj adi pegawai Daer ah.

Mengenai Kepal a Daerah yang semul anya partikelir, apabila ia
berhenti sebagai Kepal a Daerah, naka penberhenti annya bersifat sana
dengan penberhentian dari jabatan Negeri dengan hak atas penberian
uang tanda penghargaan seperti termaksud dalam pasal 7 peraturan
ini.

H ngga ki ni Kepal a dan Waki|l Kepal a Daerah |stinmewa Yogyakarta
ti dak di beri kan sesuat u penghasi | an di sanpi ng peneri maan
ber dasar kan " Penbi ayaan perumah-tanggaaan Keraton” (Gviele lijst).

A eh karena, kecuali nengepal ai dan nmem npi n perunah-t anggaan
Keraton, pejabat tersebut juga nelakukan pekerjaan penerintahan,
maka sudah sewajarya, apabila kepada nereka diberikan pula
penghasi | an yang pada unumya diterima ol eh seorang Kepal a Daerah.

Kepada  Waki | Kepal a  Daerah | sti mewa, sesuai dengan
kedudukannya, diberikan penghasilan yang kurang dari pada Kepal a
Daer ah 1 sti nmewa.

PENJELASAN PASAL DEM PASAL.
Pasal 1

Dengan "Pegawai Negeri" termaksud dal am ayat (5) termasuk pul a
Pegawai Daer ah.

Pasal 2 s/d 10
Ti dak nener | ukan penj el asan.
Ter masuk Lenbaran-Negara No. 99 tahun 1959.
D ket ahui :
Menteri Miuda Kehaki man,
SAHARDJ O,
CATATAN

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
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